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national health insurance, This study analyzes the legal implications of Presidential Instruction No. 1 of 2022 in optimizing

constitutional rights, public ~ the National Health Insurance (JKN) program to fulfill the constitutional right to health. The

policy, presidential policy aims to strengthen JKN by increasing participation, improving contribution compliance,

instruction, BPJS Health. and integrating BPJS Health membership with public services. The research uses a normative
juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis.
The results show that the policy supports JKN sustainability and accelerates universal health
coverage. However, linking BPJS membership to public services may create administrative
barriers that affect citizens’ constitutional rights. Its effectiveness is also influenced by unequal
access to healthcare, contribution compliance, and the capacity of the health system. Therefore,
JKN optimization must be implemented proportionally while upholding the rule of law and
protecting human rights.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang secara universal diakui sebagai bagian
dari hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum internasional, hak atas kesehatan tercermin dalam
berbagai instrumen global seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang
menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
layak. Prinsip tersebut juga diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Pasal 28H ayat
(1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak
bagi setiap warga negara. Implementasi tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui sistem jaminan
sosial nasional, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Program ini dirancang sebagai mekanisme perlindungan sosial
guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia (Irawan et
al, 2023).

Sejak diluncurkan pada tahun 2014, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan
perkembangan signifikan dari sisi jumlah kepesertaan maupun cakupan layanan. Namun demikian,
dalam praktiknya program tersebut masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan yuridis,
mulai dari masalah pembiayaan, disparitas layanan kesehatan, hingga kompleksitas prosedur
pelayanan. Selama hampir satu dekade penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan beberapa kali
menghadapi persoalan defisit dana jaminan sosial kesehatan yang berdampak pada stabilitas sistem
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pembiayaan kesehatan nasional (Simangunsong & Budiasih, 2023). Rasyid (2025) menunjukkan bahwa
meskipun BPJS Kesehatan menjadi instrumen utama dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat,
pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan administratif dan ketimpangan akses
layanan kesehatan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap peserta.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem jaminan kesehatan nasional tidak hanya
merupakan persoalan administratif dan kebijakan publik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan
aspek perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut mendorong
pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan strategis guna meningkatkan kepesertaan dan
optimalisasi program JKN.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan ini
menginstruksikan kepada berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta institusi terkait
untuk mengintegrasikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu persyaratan dalam berbagai
layanan publik. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian cakupan semesta
jaminan kesehatan (universal health coverage) di Indonesia. Melalui Inpres tersebut, kepesertaan JKN
diintegrasikan dalam berbagai layanan administratif, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM),
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pendaftaran tanah, hingga keberangkatan ibadah haji dan
umrah, hingga persyaratan tertentu dalam layanan pertanahan dan administrasi lainnya (Yati, 2025).
Integrasi tersebut menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang mengaitkan hak atas pelayanan
publik dengan kewajiban kepesertaan jaminan kesehatan. Namun demikian, implementasi kebijakan
ini juga menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum administrasi negara dan perlindungan hak
warga negara.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kewajiban kepesertaan BP]S sebagai syarat akses terhadap
layanan publik berpotensi menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan prinsip pelayanan publik,
kebebasan berkontrak, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian yang dilakukan
oleh Pamungkas (2022) menunjukkan bahwa pemberlakuan kewajiban kepesertaan BPJS dalam
pelayanan publik dapat menimbulkan konflik dengan asas kebebasan berkontrak dan berpotensi
bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan publik. Selain itu, Saputra (2022) juga menyoroti bahwa
implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dalam beberapa sektor pelayanan publik dinilai
berpotensi mencederai prinsip kemudahan akses layanan publik apabila tidak diikuti dengan kesiapan
sistem administrasi dan infrastruktur pelayanan kesehatan yang memadai. Di sisi lain, kebijakan
tersebut merupakan bentuk diskresi pemerintah dalam rangka memastikan keberlanjutan sistem
jaminan sosial nasional. Kaharudin dan Amalia (2022) menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2022 dapat dipahami sebagai kebijakan administratif yang bertujuan mengoptimalkan
implementasi program JKN melalui koordinasi lintas sektor. Dalam praktik di lapangan, implementasi
kebijakan ini juga menimbulkan implikasi terhadap berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam
proses peralihan hak atas tanah yang mensyaratkan kepesertaan aktif BP]JS Kesehatan sebagai bagian
dari prosedur administratif (Safitri & Fauziyah, 2023).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas aspek kebijakan dan implementasi Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2022, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada analisis kebijakan
publik atau aspek administratif implementasi program JKN. Penelitian yang secara khusus mengkaji
implikasi yuridis kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas
jaminan kesehatan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang menganalisis secara
komprehensif relasi antara kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan dengan prinsip perlindungan hak
warga negara dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Keterbatasan
kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk mengkaji lebih dalam
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mengenai bagaimana kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mempengaruhi pemenuhan hak jaminan
kesehatan warga negara sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan
perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi
yuridis implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak jaminan
kesehatan. Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada analisis normatif terhadap kedudukan hukum
Instruksi Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan, bentuk implementasi kebijakan
dalam pelayanan publik, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara di
bidang kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kajian hukum mengenai relasi antara kebijakan administrasi negara dan perlindungan hak sosial warga
negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam
merumuskan regulasi yang lebih proporsional dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara
dalam penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional..

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Negara Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Konsep welfare state menempatkan negara sebagai aktor aktif dalam menjamin kesejahteraan
melalui sistem perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan (Barr, 2020). Tanggung jawab ini
diwujudkan melalui JKN sebagai instrumen pemenuhan hak kesehatan yang dijamin konstitusi, yang
diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas
pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Namun, problem pembiayaan dan ketimpangan
akses menunjukkan bahwa peran negara belum sepenuhnya optimal. Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2022 dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk memperkuat fungsi
redistribusi dan solidaritas sosial dalam JKN (Kwon, 2021). Meski demikian, pengaitan kepesertaan
BP]S dengan layanan publik menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan tersebut tetap sejalan
dengan prinsip negara Kkesejahteraan yang menekankan akses universal tanpa hambatan
(Mahendradhata et al,, 2021).

2.2. Hak Konstitusional atas Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui
secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Kesehatan dipandang
sebagai prasyarat penting bagi manusia untuk dapat menjalankan kehidupan yang bermartabat.
Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan
memenuhi (fulfil) hak kesehatan masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan berkeadilan (Hunt
& Bueno de Mesquita, 2018). Pendekatan hak asasi manusia terhadap kesehatan menekankan
bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu
ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan (acceptability), dan kualitas
(quality). Prinsip-prinsip tersebut sering dikenal sebagai kerangka AAAQ yang digunakan untuk
menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban terhadap hak kesehatan warga negaranya
(Toebes, 2022). Pengakuan terhadap hak kesehatan sebagai hak konstitusional menimbulkan
konsekuensi yuridis bahwa negara harus memastikan adanya sistem pelayanan kesehatan yang
dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat
tidak menimbulkan hambatan yang dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan
kesehatan. Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan kepesertaan BPJS dalam layanan
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publik perlu dianalisis dalam kerangka accessibility. Jika kebijakan tersebut justru menciptakan
hambatan administratif, maka berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin
akses yang setara (Putri & Nuryanto, 2021).

2.3. Teori Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menentukan keberhasilan suatu
kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya
berkaitan dengan pelaksanaan aturan secara formal, tetapi juga melibatkan proses koordinasi antar
lembaga, ketersediaan sumber daya, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Hill &
Varone, 2021). Model implementasi kebijakan yang sering digunakan dalam kajian kebijakan publik
menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemerintah.
Kebijakan yang melibatkan banyak aktor kelembagaan memerlukan mekanisme koordinasi yang
kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Koordinasi antar kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi
kebijakan (Sabatier & Weible, 2023).

Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan administratif sering digunakan oleh
pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program strategis
nasional. Inpres No. 1 Tahun 2022 mencerminkan pendekatan policy integration, di mana
kepesertaan JKN dihubungkan dengan berbagai layanan publik untuk meningkatkan cakupan.
Melalui instruksi tersebut, Presiden dapat memberikan arahan kebijakan kepada berbagai institusi
pemerintah agar mengambil langkah konkret sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
Penggunaan Instruksi Presiden dapat dipahami sebagai bentuk penguatan tata kelola kebijakan
kesehatan yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan. Pendekatan kebijakan publik juga
mengenal konsep policy integration, yaitu integrasi berbagai sektor kebijakan untuk mencapai
tujuan tertentu secara lebih efektif. Integrasi lintas sektor dianggap penting karena sistem kesehatan
tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan kesehatan semata, tetapi juga berkaitan dengan sektor
administrasi pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan sosial (Greer et al,, 2022). Namun, secara
praktis, efektivitasnya bergantung pada kesiapan sistem administrasi dan infrastruktur layanan
kesehatan. Tanpa Kkesiapan tersebut, integrasi kebijakan berpotensi menimbulkan beban
administratif baru yang justru menghambat implementasi kebijakan itu sendiri (Sabatier & Weible,
2023). Oleh karena itu, integrasi kepesertaan jaminan kesehatan dengan berbagai layanan publik
dapat dipahami sebagai salah satu strategi kebijakan untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN.

2.4. Universal Health Coverage sebagai Kerangka Global Sistem Jaminan Kesehatan

Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep yang berkembang dalam kebijakan
kesehatan global yang menekankan pentingnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
tanpa menghadapi kesulitan finansial. Konsep ini menjadi salah satu agenda utama dalam
pembangunan kesehatan global yang didorong oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta
menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Sistem
jaminan kesehatan nasional harus mampu menjamin tiga dimensi utama, yaitu cakupan kepesertaan
masyarakat, cakupan layanan kesehatan yang tersedia, serta perlindungan terhadap risiko finansial
akibat biaya kesehatan. Ketiga dimensi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai
keberhasilan sistem jaminan kesehatan suatu negara (World Health Organization, 2023).

Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional telah berupaya mewujudkan cakupan
semesta jaminan kesehatan dengan mengintegrasikan berbagai skema pembiayaan kesehatan ke
dalam satu sistem nasional. Program JKN yang dikelola oleh BP]S Kesehatan merupakan salah satu
sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia yang berbasis pada prinsip asuransi sosial dan
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solidaritas nasional (Agustina et al., 2021). Kebijakan integrasi dalam Inpres No. 1 Tahun 2022
merupakan strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN sebagai bagian dari pencapaian
UHC. Namun, pencapaian UHC tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah peserta, melainkan
juga pada kualitas layanan dan pemerataan akses. Kebijakan yang terlalu menekankan aspek
kepesertaan tanpa diimbangi peningkatan kualitas layanan berpotensi menciptakan ketimpangan
baru. (Dartanto et al., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma,
asas, dan doktrin hukum guna menganalisis implikasi yuridis implementasi Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak jaminan kesehatan dalam sistem hukum Indonesia.
Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan
perundang-undangan, konsep hukum, serta pendapat para ahli yang relevan (Saebani, 2021).
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah hierarki dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan hak atas kesehatan dan
penyelenggaraan JKN, termasuk kedudukan Instruksi Presiden dalam sistem peraturan perundang-
undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara
kesejahteraan, hak konstitusional, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan dalam
menilai kebijakan (Hamzani et al., 2023).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu
inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan
metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal (berdasarkan makna teks),
interpretasi sistematis (dalam konteks hubungan antar peraturan), dan interpretasi teleologis
(berdasarkan tujuan pembentukan norma). Selain itu, digunakan penalaran deduktif untuk menarik
kesimpulan dari norma umum ke permasalahan konkret terkait implementasi kebijakan (Koeswidi et
al,, 2024; Satory et al,, 2024). Pendekatan analitis juga digunakan untuk menguji konsistensi antara
norma dalam Instruksi Presiden dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Pengumpulan bahan
hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan
perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier
yang relevan. Adapun batasan penelitian (scope) difokuskan pada analisis normatif terhadap kebijakan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dalam kaitannya dengan pemenuhan hak jaminan kesehatan,
tanpa membahas secara empiris implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada kajian
dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta tidak mencakup analisis
teknis medis maupun aspek manajerial sistem pelayanan kesehatan.

4. HASIL DAN DISKUSI
4.1. Pengaturan dan Tujuan Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dalam Optimalisasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang dikeluarkan
pemerintah untuk memperkuat penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Kebijakan
ini lahir dalam konteks upaya negara untuk memastikan keberlanjutan program JKN sekaligus
mempercepat pencapaian cakupan semesta jaminan kesehatan (universal health coverage). Secara
normatif, hak atas kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

246 |Page



Wicaksono, E.N, etal. Journal eScience Humanity Vol 6. No. 2. Mei 2026
eISSN 2747/1926 - pISSN 2274-1605

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk
menyelenggarakan sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan melalui kebijakan publik yang
efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 hadir
sebagai kebijakan koordinatif yang bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program JKN melalui
sinergi berbagai lembaga negara dan pemerintah daerah (Syaid, 2023).

Secara yuridis, Instruksi Presiden merupakan bentuk kebijakan administratif yang
dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara internal
terhadap lembaga pemerintahan yang menjadi objek instruksi tersebut. Dengan demikian,
keberadaan Instruksi Presiden berfungsi sebagai pedoman kebijakan bagi kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas tertentu yang dianggap strategis oleh
pemerintah (Kaharudin & Amalia, 2022). Dalam konteks Inpres Nomor 1 Tahun 2022, Presiden
menginstruksikan kepada berbagai institusi negara mulai dari kementerian, lembaga non-
kementerian, hingga pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung
optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Pengaturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya menekankan pada
tiga aspek utama, yaitu penguatan kepesertaan JKN, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran,
serta integrasi program JKN dalam berbagai layanan publik. Pertama, kebijakan ini mendorong
peningkatan jumlah peserta aktif JKN melalui berbagai mekanisme administratif, termasuk integrasi
kepesertaan BPJS Kesehatan dengan layanan publik tertentu. Kebijakan tersebut dilandasi oleh
kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan sistem pembiayaan jaminan kesehatan nasional.
Sebagaimana diketahui, sejak awal implementasinya program JKN menghadapi tantangan berupa
ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pengeluaran klaim pelayanan kesehatan. Kondisi
ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang berulang dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial
Kesehatan (Irawan et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kepesertaan aktif menjadi salah satu
strategi utama pemerintah untuk memperkuat basis pembiayaan program JKN.

Kedua, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar
iuran jaminan kesehatan. Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan JKN adalah
tingginya tingkat tunggakan iuran dari peserta mandiri yang berdampak pada stabilitas finansial
BP]S Kesehatan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah mendorong berbagai
instansi untuk melakukan integrasi data dan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kepatuhan
pembayaran iuran. Pendekatan ini mencerminkan model kebijakan publik yang bersifat integratif,
yaitu menghubungkan berbagai sektor pelayanan publik untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu
secara lebih efektif (Yati, 2025). Integrasi kelembagaan semacam ini dipandang penting untuk
memperkuat tata kelola sistem jaminan kesehatan nasional yang kompleks dan melibatkan banyak
aktor kelembagaan.

Ketiga, pengaturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 juga menekankan
pentingnya integrasi kepesertaan BP]JS Kesehatan dalam berbagai layanan administratif publik.
Beberapa layanan publik yang dikaitkan dengan kepesertaan JKN antara lain pengurusan perizinan
usaha, layanan administrasi kepolisian, serta layanan pertanahan. Integrasi ini dimaksudkan untuk
mendorong masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam program JKN sehingga tujuan universal
health coverage dapat tercapai secara lebih cepat. Kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan
kebijakan berbasis kewajiban administratif (administrative compliance approach), di mana akses
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terhadap layanan tertentu dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban sosial tertentu oleh warga
negara (Saputra, 2022). Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap program pemerintah.

Namun demikian, pengaturan tersebut juga memunculkan sejumlah perdebatan normatif.
Sebagian kalangan menilai bahwa pengaitan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan akses layanan
publik berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip pelayanan publik yang seharusnya
bersifat non-diskriminatif dan mudah diakses oleh seluruh warga negara. Jika tidak diatur secara
proporsional, kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko pembatasan akses terhadap layanan
publik bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta aktif JKN. Negara seharusnya
menempatkan pemenuhan hak kesehatan sebagai kewajiban utama yang tidak boleh dibatasi oleh
hambatan administratif tertentu (Safitri & Fauziyah, 2023).

Di sisi lain, pemerintah memandang kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk
memperkuat keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Dalam perspektif hukum kebijakan
publik, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan administratif yang bertujuan
melindungi kepentingan publik yang lebih luas, termasuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan
sosial. Oleh karena itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai upaya
pemerintah untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan hak kesehatan
warga negara dan keberlanjutan pembiayaan sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan kata lain,
kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam mengimplementasikan prinsip negara
kesejahteraan yang menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari tanggung jawab
negara terhadap warganya.

4.2. Implikasi Yuridis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pemenuhan
Hak Warga Negara atas Jaminan Kesehatan

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Hak ini bersifat fundamental dan
menuntut negara tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga menjamin akses yang adil
dan tanpa hambatan. Kebijakan jaminan kesehatan nasional harus ditempatkan sebagai instrumen
perlindungan hak konstitusional warga negara (Putri & Nuryanto, 2021). Dengan demikian, setiap
kebijakan yang berkaitan dengan JKN, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, harus diuji
konsistensinya terhadap prinsip perlindungan hak tersebut.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengintegrasikan kepesertaan
BP]S Kesehatan sebagai syarat dalam layanan publik menimbulkan konflik hukum yang mendasar
antara hak dan kewajiban. Di satu sisi, negara berwenang menetapkan kewajiban kepesertaan
sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam sistem jaminan sosial (Rahman & Siregar, 2022).
Namun di sisi lain, hak atas pelayanan publik dan hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional
yang seharusnya tidak bergantung pada pemenuhan kewajiban administratif tertentu. Kewajiban
negara justru terletak pada memastikan akses, bukan membatasi akses melalui syarat administratif.
Oleh karena itu, ketika kepesertaan BPJ]S dijadikan prasyarat layanan publik, muncul potensi
pelanggaran prinsip proporsionalitas karena kewajiban administratif dapat menghambat
pemenuhan hak (Hidayat & Sari, 2023).

Konflik kedua terlihat pada relasi antara prinsip pelayanan publik dan instrumen administrasi
negara. Pelayanan publik dalam hukum administrasi harus berlandaskan asas non-diskriminasi,
kemudahan akses, dan kepastian hukum. Namun, ketika layanan publik mensyaratkan status
kepesertaan BPJS, maka terdapat risiko eksklusi terhadap kelompok masyarakat tertentu,
khususnya mereka yang belum mampu memenuhi kewajiban iuran. Hal ini menimbulkan
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ketegangan normatif: apakah pelayanan publik tetap bersifat universal, atau berubah menjadi
selektif berbasis kepatuhan administratif. Jika kebijakan tersebut menyebabkan pembatasan akses,
maka secara argumentatif dapat dinilai bertentangan dengan asas pelayanan publik yang inklusif
(Prasetyo & Wardhani, 2020).

Di sisi lain, dari sudut pandang negara kesejahteraan, kebijakan ini dapat dibenarkan sebagai
upaya menjaga keberlanjutan sistem JKN melalui prinsip solidaritas sosial. Negara memiliki diskresi
untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam skema jaminan sosial guna mencegah moral
hazard dan defisit pembiayaan (Utami & Wicaksono, 2024). Namun, pembenaran ini tidak bersifat
absolut. Pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan,
dan proporsionalitas. Artinya, kebijakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat, tujuan
yang sah, serta tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dibanding manfaatnya.

Persoalan lain terletak pada kedudukan hukum Instruksi Presiden sebagai instrumen
administratif yang secara normatif tidak mengikat langsung masyarakat. Ketika substansi kebijakan
berdampak pada hak warga negara melalui persyaratan layanan publik, maka timbul masalah
legalitas. Secara argumentatif, pengaturan yang membatasi akses warga negara seharusnya
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat umum, bukan
hanya melalui instrumen administratif internal (Fauzi & Darmawan, 2022). Tanpa dasar hukum
yang memadai, implementasi kebijakan berpotensi melanggar prinsip due process of law dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Maka, implikasi yuridis kebijakan ini terletak pada tarik-menarik
antara tujuan memperluas kepesertaan JKN dan kewajiban negara untuk menjamin akses layanan
publik yang tidak diskriminatif. Pendekatan yang terlalu menekankan kewajiban administratif
berisiko menggeser esensi pemenuhan hak kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, secara normatif,
kebijakan tersebut harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi
manusia, sehingga tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sah dan adil secara
konstitusional (Lestari & Mahendra, 2023).

4.3. Efektivitas Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dalam Menjamin Akses dan
Perlindungan Hak Jaminan Kesehatan melalui Sistem JKN
Efektivitas implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tidak dapat dilepaskan dari
tujuan utamanya, yaitu memperkuat keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam
menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara. Secara empiris, capaian kepesertaan JKN
menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, hingga tahun 2024
jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 270 juta jiwa atau sekitar lebih dari 95% populasi
Indonesia, mendekati target universal health coverage (D]SN, 2024). Selain itu, laporan BP]JS juga
menunjukkan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan, dengan ratusan juta kunjungan peserta
ke fasilitas kesehatan setiap tahunnya. Data ini mengindikasikan bahwa kebijakan perluasan
kepesertaan, termasuk melalui integrasi layanan publik sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1
Tahun 2022, memiliki dampak konkret terhadap peningkatan cakupan perlindungan kesehatan.
Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari sisi kuantitas kepesertaan. Laporan
BP]S Kesehatan juga menunjukkan bahwa sistem JKN masih menghadapi tantangan defisit
pembiayaan dan ketidakseimbangan antara iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan
(Agustina et al, 2021). Selain itu, data menunjukkan adanya disparitas akses layanan, di mana
wilayah perkotaan memiliki ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang lebih memadai
dibandingkan daerah terpencil. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan jumlah peserta belum
sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kualitas layanan kesehatan (Dartanto et al., 2020).
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Dari sisi kepatuhan, data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran
iuran, khususnya peserta mandiri (PBPU), masih relatif fluktuatif. Tunggakan iuran menjadi salah
satu faktor yang memengaruhi stabilitas pembiayaan JKN. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa
faktor ekonomi, persepsi terhadap kualitas layanan, serta literasi masyarakat memengaruhi
kepatuhan pembayaran iuran (Mahendradhata et al, 2021). Kebijakan yang mengaitkan
kepesertaan BP]JS dengan layanan publik memang dapat meningkatkan kepatuhan secara
administratif, tetapi berpotensi menimbulkan resistensi apabila tidak diimbangi dengan
peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2022 di beberapa sektor seperti persyaratan BPJS dalam
pengurusan administrasi publik telah mendorong peningkatan pendaftaran peserta baru. Namun,
kebijakan ini juga memunculkan persoalan di lapangan, seperti penundaan akses layanan publik
bagi masyarakat yang belum terdaftar atau memiliki status kepesertaan tidak aktif. Kondisi ini
menunjukkan adanya trade-off antara efektivitas administratif dan prinsip aksesibilitas layanan
publik. Jika tidak dikelola secara proporsional, kebijakan tersebut dapat menciptakan hambatan
baru, terutama bagi kelompok rentan (Harimurti et al.,, 2022). Efektivitas kebijakan harus diukur
tidak hanya dari keberhasilan meningkatkan kepesertaan, tetapi juga dari kemampuannya
menjamin akses yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Inpres
No. 1 Tahun 2022 perlu dievaluasi secara komprehensif dengan mengintegrasikan data kepesertaan,
kualitas layanan, serta dampak administratif terhadap masyarakat. Tanpa pendekatan yang
seimbang, kebijakan ini berisiko hanya berhasil secara statistik, tetapi belum sepenuhnya efektif
dalam mewujudkan pemenuhan hak kesehatan secara substantif (Kwon, 2021).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 merupakan
kebijakan administratif yang berfungsi memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui
peningkatan kepesertaan dan integrasi BP]S Kesehatan dalam layanan publik guna mendorong
pencapaian universal health coverage. Temuan utama menunjukkan adanya dua implikasi yuridis yaitu
(1) kebijakan ini berpotensi memperluas perlindungan hak kesehatan melalui peningkatan cakupan
peserta, namun (2) juga menimbulkan risiko pembatasan akses layanan publik apabila penerapannya
tidak proporsional dan tidak didukung dasar hukum yang memadai.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang menegaskan adanya ketegangan
antara tujuan kebijakan administratif dan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara,
khususnya dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Penelitian ini juga
menyoroti bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kepesertaan, tetapi
sangat bergantung pada kualitas layanan kesehatan, kepatuhan iuran, serta kesiapan sistem pelayanan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa hal yang perlu direomndasikan direkomendasikan
antara lain (1) perlunya penguatan dasar hukum kebijakan melalui regulasi yang lebih tinggi agar
memenuhi prinsip legalitas; (2) peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan untuk
menghindari ketimpangan akses; (3) penerapan kebijakan yang lebih proporsional dengan mekanisme
pengecualian bagi kelompok rentan; serta (4) pengembangan kebijakan alternatif yang tidak semata
berbasis pendekatan administratif, tetapi juga insentif dan edukasi publik guna meningkatkan
kepatuhan peserta. Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif, sehingga penelitian lanjutan
berbasis empiris atau socio-legal diperlukan untuk menilai dampak nyata kebijakan terhadap akses
layanan kesehatan masyarakat.
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